
DEWAN ENERGI NASIONAL 

KEPUTUSAN PRESIDEN SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL 

NOMOR 11 TAHUN 2009 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISAS1 DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT JENDERAI, DEWAN ENERGI NASIONAL 

DENGAN IWHMAT TUIIAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL,, 

Mcr~iriibang : bahwa untuk me1nl;s;lnakan ketc~ltuall Pasal 16 ayat (3) Undang- 

Undang Noinor 30 'Tahun 2007 tcntang Energi dan ketentuan Pasal 10 

ayat (2) Peraturan F'residen Nomor 26 Tahun 2008 tcntring 

Pembentukan Dcwan Encrgi Nasional dan ' ~ a t a  Cara Penyaringan 

Calon Anggota Dcwan Energi Nasional, dipandang pcrlu lllenetapkan 

Keputusan Presidcn selaku Ketua Dewan Energi Nasional tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendcral Dcwan Encrgi 

Nasional; 

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat ( 1 )  Unclilng-Undang Dasar Negara Rcpublil; Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Noll~or 30 Tahun 2007 tentang Energi (I-cmbaran 

Negara Republil; 1ndonesi:l 'Sahun 2007 Nolllor 96, '1-amballan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nolllor 4746); 

3. Peraturan Presiclen No~nor 26 Tahun 2008 tentang Pcmbcntukan 

Dewan Energi Nasionai dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggotn 

Dewan Energi Nilsional; 

MEMUTUSKAN : ... 



DEWAN ENEKGI NASIONAL 

MEMUTUSKAN : 

Menctapltan : KEPUTUSAIV PRESIDEN SELAKU KETUA DEWAN ENERGI 

NASIONAL TENTANG SUSUN.1 N ORGANISASI DAN TATA 

KERJA SEKRBTARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI 

NASIONAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagiaxi Kesatu 

Umun~ , 

'Piisal 1 

(1) Sehetariat Jcnderal Dewan Energi Nasional ~nerupakan unsur 

pembantu Dewan Energi Nasional. 

(2) ' Sekrctariat Jcndcral Dcwan Energi Nasional sccara fungsional 

berada di bawah clan bertanggung jawab kepada Dewan Encrgi 

Nasional dan sccara adnlinistratif bertanggung jawab kepada 

Menteri Ericrgi dark Suinber Daya Mineral. 

(3) Sekrctariat Jenderal Dewan Energi Xasional dipimpin olch 

Sekretaris ~endcral Dcwan Energi Nasional. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Sehetariat Jenderal Dewan Energi Nasional ~llcmpunyai tugas 

ine~nberikan dukungen t.eknis dan administratif kepada Dewan Energi 

Nasional serta fasilitasi kegiaian Kelompok Kerja. 

BAB I1 . .. 
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ORCiANISASI 

Bagia11 Kesntu 

Susunan Orgajiisasi 

Sekretariat Jendcral Dewan Encrgi Nasional terdiri dari : 
. . 

a. Biro Umum; 

b. Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangnn; dan 

c. Biro Fasilitasi Perlcinggulangan Krisis dan Pengawasan Energi. 

Saginn ICcdua 

Biro Unlum 

E'asnl 4 - 
Biro Umun~ mempunyai tugas lne~nbantu Sekretaris Jendcral Dc~van 

Energi Nasional dalanl rangka penyelenggaraan adlninis~rasi umum 

yang 'meliputi percncanaan kerja, keuangan dan perbcndaharaan, 

hukum, kepegawaian dan organisasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, 

dan tata usaha di lingkungen Dewan Energi Nasional. 

Pnsal 5 . .. 
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Susunan organisasi Biro U!num terdiri dari : 

a. Bagian Perencztni~an d m  ICeuangan, yang terdiri dari Subbaginn 

Perencanaan dan Subbagian Keuangan; 

b. Bagian I-Iukum dan Iccpcgawaian, .yang terdiri dari Subbagian 

Hukurn dan . .  Subbagian Kcpcgawaian dan Organisasi; 

c. Bagian Rumah 'Tclngga, yang t,erdiri dari Subbagian Perlengkapa~l, 

Subbagian Urusan I)alam, dan Subbagian Tata Usaha. 

Bagiari Ketiga 

Biro Fasilitasi Kebijakan E ~ ~ e r g i  dan Persidangan 

Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan mernpl.inyai tugas 

rnembantu Sekretaris Jenderal Dewan Snergi Nasil~nal dalalll 

penyelenggaraan persidangan, penyiapan dan pengelolaan bahan- 

bahan persidangan Dewan Energi Nasional dalaln rangka ~erancangan 

dan perulnusan kebijaltan energi nasional dan penetapan rcncana 

umuln energi nasicnnl, penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan 

serta fasilitasi kegiatan Kelo~npok Kerja. 
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Susunan - organisasi Birc:, Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan 

terdiri dari : 

a. Bagian Fasilitasi Kebijakan Energi, yang terdiri dari Subbagian 

Fasilitasi Kebijakan Penyediaan Energi dan Subbagian Fasilitasi 

Kebijakan Pemanfaa~an Energi; 

b. Bagian Fasilitasi IRencana TJmurn Energi, yang terdiri dari 
- .  

Subbagian Fasilitasi Rencana U ~ n u ~ n  Energi Nasional dan 

Subbagian Peinantauail ~elaksanaan Rencana Uinuln Energi 

Nasional; . . 

c. Bagian Nubungan Kemasyara~atan dan Persidangan, yang tcrdiri 

dari Subbagian Dokumentasi, Subbagian Keprotokolan, dan 
- .  

Subbagian I-Iub~~ngan hlasyarakat. 
. . 

Biro Fasilitasi Pc!nariggula;lgan Krisis 

I'asal 8 

Biro Fasili~asi Pcn;lngg~:langan Krisis dan Pengawasarl Encrgi 

~ne~npunyai tugas mcmbantu Sekretaris Jenderal Dcwan Energi 

Nasional dala~n ~ne~?lfjsilitasi penetapan langkah-langlcah 

penanggular?gan kondisi krisis dan darurat encrgi, serta pengawasan 

pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bcrsifat lintas sektoral. 
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~usunan  organisasi Biro Fasilitasi Penanggulangan Krisis dan 

Pengawasan Energi terdiri dari : 

a. Bagian Fasilitasi Pcnclnggulangan Krisis Energi, yang terdiri dari 

Subbagian Idcntifikasi Krisis Energi dan Subbaginn Fasilitasi 

Perurnusen Penanggi~langan; 

b. Bagian Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Energi, yang 

terdiri dari Subbagian Fasilitasi Pengawasan Pcnyedinan Energi 

dan Subbagian Fasilitasi Pengawasan Pe~naniiatan Energi. . - 

Bngian Kelirlia 

Jabatan E'ungsional 

(1) Di lingkungan Sekretariat Jcnderal Dewan Energi Nasional dapat 

ditetapltan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan 

dan beban lterjn, yang pelalcsanaannya dilakukan scsuai dengan 

ketentuan perat~irai~ perundang-undangan. 

(2) Jabatan fungsion;~l sebagilimana di~naksud padn ayat ( 1 )  

mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsio~lal masing- 

rnasing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB 111 . . . 
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EAB I11 

ESELONISASI, PENGANGICATAN, DAN PEMBEREIENTIAN 
- 

Pasal 11 

(1) Sekretaris Jendcral Dewan Encrgi Nasional adalah jabatan 

struktural eselon I a. 

(2) Kepala Biro adalah jabatan struktural eselon I1 a. 

(3) Kepala Bagian adalah jabatan struktural cselon I11 a. 

(4) Kepala ~ u b b a ~ i a r l  adaloh jabatan struktural eselon IV a. 
, r 

Pnsal 12 

(1) Sekr~taris Jendcrai Dewan Energi Nasional diangkat dan 

diberhentikar? oleh I'rcsiden. 

(2 )  Kepala Riro, Icepula Bagian, Kepala Subbagian da11 Peganlai 

Negeri Sipil di linglci~~lgan Sekretariat Jendcral Dcwan Encrgi 

Nasional diangkat dan diberl~entikan ole11 Mcntcri Energi dan 

Sulnber Daye Mineral sesuai dengan !tetentuan peraturan 

perundang-unda~~gan. 

- 

BAl3 IV 

TATA KERJA 

Pasal 13 

Dalarn ~nelaksarlzlca~~ tugas, Sekretaris Jenderal Dewan Encrgi 

Nasional, Kepala Riro, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian scrta 

pejabat lainnya, saling nlcneraplian prinsip koordinasi, integrasi dan 

sinkronisasi baik di lingkungan Sekretariat Jendcral Dcwan Erlcrgi 

Nasional maupun dzilgan instansi lain sesuai dengan bidari~ tugasnya. 

Pasal 14 . . . 
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- Yasal 14 

Setiap pilnpinan satuarl organisasi dalam lingkungan Sekretariat 

Jenderal 1;ewan Gnergi Nasional bertanggung jawab menlimpin dnn 

mengkoordinasikan ba\,vahannya masing-masing dan nlelnberikan 

bimbingan serta arahan lsagi pelaksanaan tugas ba~vahan~ya .  

Pasal 15 

Setiap pilnpinan setuan organisasi ~nengawasi bawahannya masing- 

masing dan apabila terjacii penyiznpangan agar ~nenga~nbil  langkah- 

langkah yang dipe.rl~tk~.n sesuai dengan ketentuan peratusan . . 
perundang-undangan. 

Dalarn rangka ~nelaksanakan tugas, staf Sekretariat Jendcral Dewan 

Energi Nasional mcng,adakan hubungan dcngan Ic~nbaga/instansi 

terkait baik pusat nlauputl dacrah, kcmasyarakntan, dan perorangan 

sesuai dengan s1a11dar dan prosedur yang ditetapkan. 

Pasal 17 ... 
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Pasal 1.7 

S5tiap piinpinan sntuan organisasi ' wajib mengikuti dan mematul~i 

petunjuk dan bertmggung jawab pada atasan masing-mnsing scrta 

menyampaikan laporan :;ecara berkala tepat pada waktunya. 

KETEN'TUAN LAIN-LAIN 

Ketentuan lcbih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Kcputusan 
. . 

Presiden selaku Kctua Dewan Energi Nasional ini, diatur olch 

Menteri Encrgi dan Su~nber Daya Mineral setelah mendapat 

persetujuan dari Men teri yang bertanggurlg jawab di bidang 

pendayagunaan apx'a:ur ncgara. 

- 

Pasal 19 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional ~nerupakan Kuasa 

Pengguna AnggaraniKuasa Pengguna Barang pada satuan kcr-ja. 

BAB VI . . . 



Er'.l3 VI 

KE?'EN?'UtI\N PENUTUP 

Pasal20 

Keputusan Presiden selaku Icetua Dewan Energi Nasional ini ~nulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan. 

, Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 April 2009 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
SELAKU KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL, 

ttd 

DR. 14. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 


